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RINGKASAN 

 

Tata Cara Pembayaran Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember; Dessi Mutiara Pertiwi, 140903101019; 2017: 89 halaman; 

Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

 Praktek kerja nyata (PKN) ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember pada bidang I yaitu Pelayanan dan Pendataan . PKN dilaksanakan 

selama 1 (satu) bulan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengetaui secara 

nyata mengenai tata cara pembayaran pajak hotel  pada Badan Pendpatan Daerah 

Kabupaten Jember. Dengan menfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata adalah sebagai sarana memperluas pengetahuan dan wawasan serta 

pemahaman penulis mengenai tata cara pembayaran pajak hotel pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan menjadi tambahan referensi bagi penulis 

yang berkepentingan dengan Program Studi Diploma III  Perpajakan Jurusan Ilmu 

Sosial Dan Politik  Universitas Jember. 

Pajak hotel adalah pajak pelayanan atas hotel. Hotel adalah penyedia layanan 

jasa fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen , gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Adapun faktor yang dapat 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah adanya penyuluhan dari 

pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya pajak bagi Negara. Salah 

satunya yaitu penerimaan dari sektor pajak hotel yang memang berperan penting 

untuk membiayai pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara 

menyeluruh. Oleh karena itu potensi usaha hotel di Kabupaten Jember sebagai salah 

satu sumber pendapatan asli daerah yag cukup berpengaruh untuk kas Negara.  
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Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel. 

Sistem pemungutan pada Badan Pendpatan Daerah Kabupaten Jember 

menggunakan self Assesment System yang merupakan sistem perpajakan yang 

memeberi wewenang kepada wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya 

mengawasi. Penyetoran paling lama 30 haris sejak diterbitkan SKPD (Surat 

Ketetapan Pajak Daerah). 

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari praktek kerja nyata dalam tata cara 

pembayaran pajak hotel  telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa yang akan datang 

diharapkan Badan Pendpatan Daerah Kabupaten Jember dapat mempertahankan dan 

lebih meningkatkan kinerjanya untuk menggali potensi-potensi yang ada khususnya 

pajak hotel, sehingga dapat membantu pemeritah khususnya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan pendapatan daerah guna kepentingan pembangunan darah kabupaten 

jember. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 5020/028/35.09.413/2017 Jurusan 

Ilmu Administrasi Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Politik, Universitas Jember.  
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Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di Asia. Hal ini dapat 

dilihat dari pembangunan gedung-gedung yang sudah mulai merata di berbagai kota 

besar di Indonesia. Untuk membiayai pembangunan-pembangunan tersebut 

pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan suatu 

kemandirian dari suatu Negara untuk menggali sumber daya yang salah satunya 

berasal dari sektor pajak. Pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai 

seluruh pembangunan yang ada di Indonesia, sehingga potensi pajak harus terus 

digali dan dikembangkan.  

 Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum menurut Mardiasmo (2013:1).  

 Untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak memang bukan hal yang 

mudah, hal ini dapat terwujud jika masyarakat menyadari kewajibannya membayar 

pajak. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak dengan ketentuan yang sudah 

berlaku.  Pemerintah  juga harus memberi imbalan kepada masyarakat, seperti 

membangun prasarana yang tidak hanya digunakan untuk individu saja tetapi dapat 

digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah harus bisa mengembangkan 

potensi-potensi yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. 

Salah satu determinan fungsi dari pelaksanaan daerah yaitu tersedianya sumber-

sumber penerimaan keuangan daerah yang mencukupi untuk membiayai pelaksanaan 

otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah yang akan menentukan kapasitas 

pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu dalam menjalankan 

pelayanan publik (public service function), dan melakukan pembangunan 
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(development function). Salah satu penerimaan terbesar adalah bersumber dari pajak 

daerah. 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepda daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, 

dengan tidak mendapat imbalan secara langsungdan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

 Kegiatan pemungutan pajak harus ada kerjasama dari masyarakat juga 

pemerintah agar tidak membebani dan menghambat kegiatan masyarakat. Sesuai 

dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu mengadakan 

pungutan pajak. Salah satunya adalah pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, 

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan 

homestay, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif 

Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau 

yang seharusnya dibayar kepada hotel. Dari jumlah hotel yang ada di Kabupaten 

Jember sebanyak 53 hotel pada tahun 2016 pada jumlah target sebesar Rp 

2.200.000.000 dengan realisasi yang di diperoleh pajak hotel telah melebihi target 

yang di tentukan sebesar Rp 3.309.254.720.  

 Selama melakukan praktek kerja nyata penulis ingin mengetahui tata cara 

pemungutan pajak hotel pada badan pendapatan daerah kabupaten jember. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul “Tata Cara Pembayaran 

Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan terhadap pajak 

daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jember. Maka penulis merumuskan 

permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana tata cara pembayaran  pajak hotel 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai tata cara 

pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mengetahui tentang Tata cara pendaftaran, pendataan, penetapan, dan 

pembayaran pajak hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember; 

2) Menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ; 

3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebi maju dan kreatif dalam 

mneghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan; 

4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan 

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan sewaktu-waktu 

dapat berubah. 

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1) Dengan disusunnya laporan praktek kerja nyata nantiya dapat 

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur 

administrasi perpajakan khususnya tata cara pendaftaran, pendataan, 

penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember; 
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2)  Sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki 

kinerja yang masih dianggap kurang sehingga menjadi lebih baik lagi. 

c. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu 

  pada lingkungan universitas; 

2) Sebagai bahan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar pada 

  perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi  

  Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengetahuan Tentang Pajak 

2.1.1 Definisi Pajak 

a. Menurut Soemitro, Pajak adalah  iuran rakyat kepada kas negara  berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum dalam buku Mardiasmo (2013:1) 

b. Andreson Herschel M., & Brock Horace R yang dikutip dari buku  Mansyuri 

 (2002). Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sector privat ke sector  publik 

secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi  tertentu dari 

nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek- objek sosial 

menurut Diaz Priantara (2013:2) 

c. Adriani yang dikutip dari Wikipedia, “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

 pengeluaran-pengeluaran umum berhubung  antar negara untuk 

penyelenggaraan pemerintahan” menurut Diaz Priantara (2013:2) 

d. Smeets dalam bukunya de economische betekenis der belastingen  (1951) 

menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa  adanya kontra prestasi yang 

dapat ditunjukkan dalam hal yang individual,  maksudnya untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah menurut Diaz  Priantara (2013:2). 
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 Menurut Diaz Priantara (2013:2) pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai 

pengalihan dana dari sector privat ke sector public) atau pengertian secara yuridis (pajak 

adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri  

 

pajak (Wikipedia, 2010) antara lain : 

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah 

daerah berdaarkan undang-undang aturan pelaksanaannya. 

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan alih dana (sumber daya) dari sector swasta ke 

sektor negara. 

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. 

d. Tidak dapat diunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP). 

e. Selain fungsi budgetair yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan 

untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi 

mengatur atas melaksanakan kebijakan negara dlam lapangan ekonomi dan sosial 

(regulair).  

Menurut Safri Nurmanto (2003) beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut : 

a. Iuran atau Pungutan 

Dilihat dari segi dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari wp, maka pajak 

disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak 

tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan. 

b. Pajak Dipungut Berdasarkan Undang-Undang 

Salah satu karateristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutan harus 

berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena hakekatnya pajak adalah 

beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, 

jenis dan berat ringan tarif pajak itu., rakyat harus ikut serta menentukan dan 
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menyetujuinya, mealui wakil-wakilnya di perlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). 

c. Pajak Dapat Dipaksakan  

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak 

supaya memtuhi kewajiban perpajakan. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan 

adanya sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-

undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP. 

d. Tidak Menerima atau Memperoleh Kontraprestasi  

Ciri khas utama pajak adalah wajib pajak (tax payer) yang membayar pajak tidak 

menerima atau memperoleh jasa timbale atau kontraprestasi dari pemertintah. 

Misalnya jika wajib pajak membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka fiskus (otoritas 

pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagai jasa 

timbal. Sistem pph di indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan (disingkat “UU PPh”) sama sekali tidak mengenal adaya 

kotraprestasi. Tetapi jikalau wajib pajak membayar bea materai terhadap tanda 

terima uang atau kuitansi, maka disini terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak 

yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti. 

e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam 

pengertian definisi diatas tidak pernah ditunjukkan untuk sesuatu pengeluaran yang 

khusus. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Ada dua fungsi pajak menurut Diaz Priantara (2013:4) yaitu : 

a. Fungsi Pendanaan (Budgetair) 
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Fungsi budgetair disebut juga fungi utama pajak, atau fungsi fiscal yaitu pajak 

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut juga fungsi 

utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi 

budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu 

alat atau sumber untuk emmasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara 

yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, 

sedangkan fungsi mengatur pajak digunakan untuk mengatur pajak digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Upaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara dilakukan melalui 

kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan 

penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya 

menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulair) 

Fungsi regulair  disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan  -tujuan tertentu yang letaknya diluar  bidang keuangan. 

Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi 

utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan 

untuk mencapai tujuan tersebut . Meskipun bukan menjadi funsgi utama, fungsi 

regulair pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrument kebijakan 

fiskal dari pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh 

bank sentral (Bank Indonesia).  

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur : 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu 

barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut 

lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudakan agar masyarakat 
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tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atas untuk mengambil 

kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu 

membeli barang mewah adalah orang mampu. 

2) Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang 

atau penyerahan barang atau jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar 

cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam 

negeri (domestic). 

3) Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sector dan daerah tertentu bertujuan 

untuk mendorong investai sector strategis dan pemerataan serta percepatan 

pembangunan. 

 

 

2.1.3 Pembagian Pajak 

 Dalam literatur ilmu keuangan negara dan ilmu hukum pajak terdapat perbedaan 

atau penggolongan pajak serta jenis jeni pajak.Perbedaan pembagian atau penggolongan 

tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban 

pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang 

melekat pada pajak yang berangkutan. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak 

berdasarkan criteria diatas : 

a. Menurut Golongan 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang 

 berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya wp yang bersangkutan harus  memikul 

beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan ke pihak lain.   

 Contoh : Pajak Penghasilan (Pph) 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada 

 pihak lain.  
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 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

 (PPNBM). Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak “PKP”) terlebih 

 dahulu yang dapat memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang 

 dihasilkan oleh wp tersebut. 

b. Menurut Sifat 

1) Pajak subyektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperlihatkan 

adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, 

contoh wp adalah pph. 

2) Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan 

adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, 

contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan 

1) Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini 

adalah kementrian keuangan yakni DJP, misalnya adalah PPh dan PPN. 

2)  Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah. Pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak 

yakni : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Dan Pajak Pengambian Dan 

Pemanfaatan Air Di Bawah Tanah Dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 

Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengelolaan Bahan Golongan C (Mineral 

Bukan Logam dan Batuan). 

 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut menurut Mardiasmo (2016:4-5) : 

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan) 
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Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 

pemungutan harus adil.Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak 

secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan jam pelaksanaannya 

yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajuka keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya. 

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengguanggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair,  biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil 

pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini sudah dipenuhi oleh undang-

undang perpajakan yang baru. 

Contoh : tarif ppn yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem oemungutan pajak ada tiga, yaitu : 

a. Official Assesment System 

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung 

besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparatur pajak, 

hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan 

demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung kepada 
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aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparatur 

pajak. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbulsetelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

b. Self Assessment System 

 Yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya 

pajak terutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.Fiskus tidak turut 

campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP karena inisiatif 

kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparatur 

pajak dalam hal WP menyalahi aturan. 

Ciri-cirinya : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 

 itu sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

 pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

 

c.   Witholding System 

 Yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan objek 

pajak yang terkait dengantransaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak 

yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta 

menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Berhasil a tau 
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tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada WP yang berwenang melakukan 

pemotongan atau pemungutan. 

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga,yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

 Ada tiga asas pemungutan pajak Mardiasmo (2016:9), antara lain : 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalammaupun 

dari luar negeri.Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber dari 

wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Dasar Hukum 

  Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang Undang 

No.28 Tahun 2009 tentang pajak  daerah dan retribusi daerah menurut Mardiasmo 

(2016:14). 

 

 

 

2.2.2 Pajak Daerah 

  Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah antara lain : 
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a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat  hukum 

yang mempunyai batas-batas yang berwenang mengatur dan  mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  menurut prakarsa sendiri 

menurut aspirsi masyarakat dalam sistem negara  kesatuan republik indonesia. 

b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

 derah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

 berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara  langsung 

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya  kemakmuran 

rakyat. 

c. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 

negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

d. Subjek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

e. Wajib pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

 

2.2.3 Jenis Pajak Dan Objek Pajak 

Pajak daerah dibagi menjadi 2(dua) bagian, yaitu : 

a. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

1) Pajak kendaran bermotor; 
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2) Bea balik nama kendaraan bermotor; 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 

4) Pajak air permukaan; dan 

5) Pajak rokok. 

b. Pajak Kabupaten /Kota, terdiri dari: 

1) Pajak hotel; 

2) Pajak restoran; 

3) Pajak hiburan; 

4) Pajak reklame; 

5) Pajak penerangan jalan; 

6) Pajak mineral bukan logam dan batuan; 

7) Pajak parkir; 

8) Pajak air tanah; 

9) Pajak sarang burung walet; 

10) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 

11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

 

2.2.4 Tarif pajak 

Tarif untuk setiap jenis pajak adalah : 

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut : 

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu 

persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen); 

b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat 

ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%(dua persen) dan paling 

tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadan kebakaran, 

sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan , pemerintah/tni/polri, 
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pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 

sebesar 1%(satu persen). 

3. Tari pajak kendraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling 

rendah sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 

4. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing 

sebagai berikut : 

a. Penyerahan pertama sebesar   20% (dua puluh persen); dan 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 

5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak 

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing 

sebagai berikut : 

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh 

lima persen) 

6. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% 

(sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan 

bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) 

lebih rendah dari tarif tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk 

kendaraan pribadi. 

7. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%(sepuluh persen). 

8. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. 

9. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

10. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

11. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 

12. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). 
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13. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

14. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 

15. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). 

16. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

17. Tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen). 

18. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). 

19. Tarif perolehan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling 

tinggi sebesar 5% (lima persen). 

 

2.2.5 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Daerah  

Tata cara pembayaran dan penagihan pajak daerah menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 adalah : 

a. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasetelah saat 

terutangnya pajak., dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya sppt 

oleh wajib pajak. 

b. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang 

harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal 

diterbitkan. 

c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak 
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untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

d. Pajak yang terutang dibayar ke kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang 

ditunjuk oleh bupati. 

e. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan diberikan bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak berupa SSPD. 

2.3 Pajak Hotel 

2.3.1   Pengertian Pajak Hotel  

  Pajak hotel adalah pajak pelayanan atas hotel. Hotel adalah penyedia layanan jasa 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen , gubuk pariwisata, wisma 

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan 

jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) menurut Diaz Priantara (2013:541). 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah. 

b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 

c. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 

Pembayaran,Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Di 

Kabupaten Jember. 

 

2.3.3 Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak Hotel 

a. Wajib pajak hotel adalahorang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 

b. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran 

kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
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c. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran 

termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan 

kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa 

penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. 

 

2.3.4 Bukan Objek Pajak Hotel 

Yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah : 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 

propinsi atau pemerintah kabupaten. 

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya. 

c. Jasa tempat tinggal du pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. 

d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti  asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis. 

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel 

 yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 

2.3.5 Tarif Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

 Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak 

daerah, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 

hotel. Sedangkan tarif  hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. 

 

2.4 Klasifikasi Hotel 

Tabel 2.1 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang 

Bangunan 
Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan 

nama dan fasilitas parkr 

Area penerima tamu 
Tersedia area penerima tamu dengan 

kelengkapannya 
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Toilet umum Tersedia toilet umum 

Kamar mandi 
Tersedia kamar tidur dan kamar mandi tamu 

dengan perlengkapannya 

 

Tabel 2.2 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Non Bintang  

Bangunan 
Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan dan 

fasilitas parker yang baik dan terawatt 

Area Penerima Tamu 

Tersedia area penerima tamu dengan 

kelengkapannya dan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik 

Tersedia gerai atau Counter atau meja kursi 

Tersedia sertifikat Hotel melati yang terlihat oleh 

tamu 

Toilet Umum 

Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawatt 

Urinior beserta whasletnya (khusus untuk toilet 

pria) 

Tersedia tempat sampah 

Kamar Tidur Tamu 

Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya 

Tersedia sirkulasi udara dengan pencahayaan  

Pintu dan jendela dilengkapi dengan pengamanan 

Tersedia Petunjuk/arah kiblat yang dipasang 

dilangit-langit 

Tersedia tempat tidur beserta kelengkapannya 

Tersedia tempat sampah 

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk 

penyelamat diri 
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Tempat penyimpanan pakaian 

Tersedia saluran komunikasi internal dan 

eksternal 

Tersedia TV 

Kamar Mandi Tamu 

Tersedia kamar mandi tamu dengan 

kelengkapannya serta lantai tidak licin  

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaannya 

Tersedia saluran pembuangan air 

 

Tabel 2.3 Kriteria Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang 5  

Bangunan 
Suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai 

usaha hotel yang baik dan terawatt 

Toilet Umum Tersedia toilet umum 

Front Office Tersedia gerai dan meja kursi 

Kamar Tidur Tamu 

Tersedia kamar tidur dengan perlengkapannya 

termasuk kamar mandi 

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk 

penyelamatan diri 

Dapur/Pantry 
Tersedia dapur dengan perlengkapannya dan tata 

letak sesuai dengan kebutuhan 

Kantor 
Tersedia ruang pimpinan hotel 

Tersedia ruang karyawan 

 

Tabel 2.4 Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel Bintang 1- Bintang-5 
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Bangunan 

Tersedia suatu bangunan hotel dengan papan 

nama dan fasilitas parkir yang baik dan terawat 

Area Penerima Tamu 

Tersedia area penerima tamu dengan 

kelengkapannya dan sirkulasi udara dan 

pencahayaan yang baik 

Tersedia gerai/counter atau meja kursi 

Tersedia sertifikat hotel melati yang terlihat 

oleh tamu 

Toilet Umum 

Toilet Pria dan Wanita bersih dan terawatt 

Urinior beserta whastafelnya (khusus untuk 

pria) 

Tersedia tempat sampah 

Kamar Tidur Tamu 

Tersedia kamar tidur dengan kelengkapannya 

Tersedia sirkulasi udara dan pencahayaan 

Pintu dan jendela dilengkapi dengan 

pengamanan 

Tersedia petunjuk / arah kiblat 

Tersedia kamar tidur beserta kelengkapannya 

Tersedia tempat sampah 

Tersedia denah lokasi kamar dan petunjuk 

penyelamatan diri 

Tempat penyimpanan pakaian 

Tersedia saluran komunikasi internal dan 

eksternal  

Tersedia TV 
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Kamar Mandi Tamu 

Tersedia kamar mandi tamu dengan 

kelengkapannya serta lantai tidak licin 

Tersedia sirkulasi udara dengan 

pencahayaannya 

Tersedia saluran pembuangan air 

 

Tabel 2.5 Daftar Nama Hotel di Kabupaten Jember 

Kelas Hotel Nama Hotel 

Bintang I 1) Hotel Panorama 

2) Hotel Safari 

Bintang III 1) Hotel Bintang Mulia 

2) Hotel Modern Bandung Permai 

3) Hotel Royal 

4) Hotel Aston/PT. Tedjo Citra Lestari 

Melati 1) Hotel Tomiharini 

2) Hotel Jember Indah 

3) Penginapan Melati 

4) Hotel Ertujuh 

5) Penginapan Pecoro 

6) Hotel Sulawesi 

7) Hotel Widodo 

8) Hotel Kemayoran 

9) Seven Dream 

10) Ebizz Hotel 

11) Hotel Nusantara 

12) Hotel Handika 

13) Hotel Cendrawasih 
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14) Hotel Slamet 

15) Hotel Alam Indah 

16) Hotel Anugerah 

17) Hotel Kartika 

18) Hotel ArdiChandra 

19) Hotel Merdeka 

20) Hotel Flamboyan 

21) Hotel Asri 

22) Hotel Anda 

23) Putra Jember Selatan 

24) Hotel Lestari 

25) Hotel Ria 

26) Istana Hotel 

27) Hotel Arowana 

28) Hotel Bukit Beringin Indah 

29) Papuma Hotel 

30) Hotel Mutiara Garden 

31) Cottage Gunung Sepikul 

32) Hotel Leo Shinta 

33) Hotel Tanggul Agung 

34) Hotel Permata Indah 

35) Cempaka Hill Hotel 

36) Hotel GM 253 

37) Hotel Ambulu 

38) Doho Homestay 

39) Garden View/PT. Global Solution 

40) Green Hill Hotel Jember 
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41) Hans Guest House 

42) Hotel Bintang Utama 

43) Hotel Karunia 

44) JC Homestay 

45) Rumah Kita 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1   Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1  Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja nyata (PKN) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa Diploma Tiga (D3) Perpajakan untuk mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) 

DIII Perpajakan.Praktek kerja nyata ini dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah 

menyelesaikan studinya minimal 100 (seratus) SKS. 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk mengembangkan ilmu yang selama ini didapat di bangku kuliah. PKN 

juga akan memberi bekal berupa pengetahuan dan pengalaman selama berada di 

instansi khusunya di bidang perpajakan. Sedangkan untuk hasil praktek kerja nyata 

nantinya akan digunakan penulis sebagai bahan penyusun laporan. Dalam 

penyusunan laporan tersebut penulis harus mengumpulkan data serta infotmasi yang 

dibutuhkan, selanjutnya bahan tersebut akan digunakan penulis dalam perhitungan 

perpajakan.  

 Praktek kerja nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tahap-

tahap yang harus dilalui sebelum melaksankan Praktek Kerja Nyatayaitu : 

a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi 

persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri 

tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkitan dengan perpajakan; 

b. Menanyakan pada instansi terkait, apakaha ada kesempatan untuk 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang 

harus dipenuhi; 
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c. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah disetujui, 

pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan kepada instansi; 

d. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerahkan surat pengantar dari fakultas. 

Surat tersebut diperuntukkan kepada Kepala instansi tersebut, diserahkan 

kepada sekretaris instansi bahwa mahasiswa akan melaksanakan PKN di 

instansi tersebut; 

e. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari 

instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses 

menjadi surat tugas oleh pihak fakultas; 

f. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang 

melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani 

oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen 

supervise dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang dituju; 

g. Mahasiswa mulai melakukan kegiataPKN pada instansi yang dituju. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

3.2.1  Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember, dan ditempatkan di bidang 1 

(satu) yaitu pendataan dan pelayanan. Bidang pendataan dan pelayanan bertugas 

melaksanakan pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data objek/subjek pajak 

daerah, pengolahan data penyuluhan tentang pajak daerah, dan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan.  

 

3.2.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 

1 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Adapaun kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember yaitu : 
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Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 

Hari  Jam kerja (WIB) 

 Jam pagi Istirahat Jam siang 

Senin – Kamis 07.15 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Jum’at 07.15 – 11.00 11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 

Sabtu - Minggu  Libur  

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2017. 

 

3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata 

Pada saat PKN penulis ditempatkan di bidang 1 yaitu bidang pendataan dan 

pelayanan.Di bidang satu inilah penulis mengumpulkan data mengenai Pajak Hotel. 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama PKN di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Kegiatan PKN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Tanggal Kegiatan Hasil 

(a) (b) (c) 

Minggu I 

1 Maret 

2017– 

3 Maret 

2017 

1. Menemui Bu Siti di bagian 

TU untuk di arahkan ke 

bidang yang telah ditentukan. 

Penulis ditempatkan pada 

Bidang  Pendataan dan 

Pelayanan; 

2. Penulis diterima oleh Ka. 

Subbag Umum dan 

kepegawaian untuk menemui 

Kabbag. Tata usaha di Badan 

Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember; 

3. Diterima melaksanakan PKN 

pada Bapenda Jember. 

4. Mengoreksi surat penagihan 

pajak reklame untuk 

perusahaan jasa 

5. Memeriksa berkas pajak 

parkir dan meminta nomor 

surat dan stempel. 

a. Penulis dapat mengenal 

lingkungan kerja pada 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Jember; 

b. Mengetahui 

ditempatkan pada 

Bidang I yaitu 

Pendataan dan 

Pelayanan; 

c. Mendapat penjelasan 

tentag beberapa ulasan 

pajak yang terdapat 

pada Peraturan Daerah. 

d. Untuk mengetahui 

jatuh tempo masa 

pajaknya; 

e. Sebagai mengesahkan 

bahwa pembayaran 

pajak tersebut resmi / 

legal 

Minggu II 

6 Maret 

2017 – 10  

1. Menginput data pendaftaran 

PBB; 

2. Memasukkan data reklame; 

a. Mengakuratkan data 

sesuai fakta di 

lapangan 
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(a) (b) (c) 

Maret 2017 3. Mendata jatuh tempo 

pembayaran pajak hotel 

4. Diskusi dan mencari data 

informasi tentang pajak secara 

umum (khususnya pajak 

hotel) 

5. Mencari informasi tentang 

tugas-tugas Bapenda 

Kabupaten Jember 

b. Mengakuratkan data 

sesuai fakta di 

lapangan 

c. Mengantisipasi 

keterlambatan 

pembayaran pajak dan / 

atau penyimpangan 

pajak 

d. Mendapat informasi 

dan pengetahuan serta 

mendapat buku Perbup 

dan Perda Jember 

e. Mendapat informasi 

dan pengetahuan serta 

mendapat pinjaman 

buku tentang materi 

yang dicari 

Minggu III 

13 Maret 

2017 - 17 

Maret 2017 

1. Izin ke kampus untuk 

penetapan dosen pembimbing 

2. Diskusi dengan mencari data 

pembayaran pajak hotel bulan 

Januari-Februari 2017 

3. Menginput data pendaftaran 

PBB 

4. Tinjau lokasi Hotel 

Flamboyan 

a. Mendapat dosen 

pembimbing untuk 

bimbingan 

mengerjakan tugas 

akhir 

b. Mengetahui kapan 

jatuh tempo pajak hotel 

se-Kabupaten Jember 

c. Mengakuratkan data  

(a) (b) (c) 
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  sesuai fakta di lapangan 

  d. Mendapatkan informasi 

dari Hotel Flamboyan 

tentang omset dan jika 

ada pembangunan seperti 

penambahan kamar atau 

perluasan bangunan. 

Minggu IV 

20 Maret 

2017 – 25 

Maret 2017 

1. Melakukan wawancara 

kepada Kasi Bidang tentang 

prosedur pembayaran pajak 

hotel 

2. Menginput data pendaftaran 

PBB 

3. Mempelajari perundang-

undangan khusus topic yang 

akan di ambil untuk Laporan 

PKN 

4. Mencari data potensi pajak 

hotel 

 

a. Mendapatakan 

informasi guna 

melengkapi data untuk 

laporan PKN 

b. Mengakuratkan data 

sesuai fakta di 

lapangan 

c. Mengetahui dasar 

hukum perpajakan 

d. Mendapat data potensi 

pajak hotel 

Minggu V 

27 Maret 

2017 – 31 

Maret2017 

1. Wawancara atau bertanya 

dengan Kasi Bidang Tata 

Usaha  selain itu juga 

menelaah Undang-undang 

peraturan Bupati  Jember 

nomor 34 Tahun 2011. 

a. Mengetahui jeni-jenis 

pajak yang terdapat di 

Bapenda Jember  

sehingga penulis dapat 

menentukan jenis pajak 

apa yang akan diambil  
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(a) (b) (c) 

 2. Menginput data pendaftaran 

PBB 

3. Memberikan blangko nilai 

kepda Kabid atau Kasubag 

Umum dan kepegawian 

4. Melengkapi data dan 

informasi guna menyelesaikan 

laporan PKN 

Perpisahan dengan karyawan 

adan karyawati Bapenda 

Jember 

b. penulis sebagai bahan 

tugas akhir 

c. Mengakuratkan data 

sesuai dengan fakta di 

lapangan 

d. Mendapatkan penilaian 

dari Kasubbag Umum 

dan kepegawaian yng 

telah berdiskusi dengan 

Kabid Bidang 

Pendataan dan 

Pelayanan 

e. Mendapat masukan dan 

saran dari staf juga 

karyawan untuk 

melengkapi tugas akhir 

Berpamitan dan 

berterima kasih karena 

sudah diterima dan 

dibimping di Bapenda 

Jember terutama pada 

Staf Bidang I 
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3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata 

  Setelah melakukan PKN pada Bapenda Kabupaten Jember kegiatan 

selanjutnya yaitu : 

a. Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian kegiatan kaademik untuk di entry, 

 setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing; 

b. Menanyakan kepada dosen yang ditunjuk tentang kesanggupan untuk 

 membimbing  mengerjakan Laporan PKN; 

c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; 

 dan 

d. Membuat laporan PKN. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

 Jenis-jenis data menurut sumbernya yaitu, Data Primer : data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak 

pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hail observai dari suatu obyek, 

kejadian atau hasil pengujian (benda). Data Sekunder : sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Dalam pengumpulan data laporan menurut sumbernya penulis menggunakan 

Data Primer.Karena data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara langsung 

dengan salah satu Kasie Pendataan dan Pelayanan yaitu Bapak Musaddaq dan 

pegawai khusus Verifikasi Lapangan untuk hotel yaitu Bapak Sulaeman. Penulis juga 

menggunakan data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan 

penulis itu sendiri. Data ini berasal dari hasil wawancara dan menurut Peraturan 

Bupati nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Data yang 
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diperoleh dari hasil wawancara tersebut yaitu tentang prosedur pembayaran pajak 

hotel. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

  Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan 

menggunakan data metode observasi yaitu dengan melibatkan diri secara langsung 

datang untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil di 

lapangan).Selain itu dilakukan pula interview atau melakukan Tanya jawab dengan 

pihak yang bersangkutan khususnya dalam mendapat informasi terutama tentang 

pajak hotel.Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku 

perpajakan juga Undang-undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data yang telah diperoleh 

mengenai pelaksanaan atas pembayaran Pajak Hotel, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Pemungutan pajak hotel dilaksanakan dengan system Self Assesment yang berarti sistem 

pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri bersarnya pajak terutang dengan cara wajib pajak datang langsung ke Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melaksanakan pembayaran. 

b. Kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pembayaran pajak hotel adalah sebagai 

berikut : 

1. Pendaftaran dan Pendataan wajib pajak hotel; 

2. Penetapan dan perhitungan pajak hotel; 

3. Pembayaran pajak hotel; 

4. Penagihan pajak hotel; 

5. Pembukuan dan Pelaporan pajak. 

c. Besarnya tarif pemungutan pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari omset per-

bulan, sesuai dengan ketetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. 

d. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan terhutang 

pajak daerah (SPTPD) dan pembayaran pajak harus dilakukan secara lunas oleh Wajib 

pajak. 
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e. Apabila Pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka 

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. 

kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD) jika : 

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; 

2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat dari 

salah tulis dan/atau salah hitug; 

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga denda sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis 

memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut : 

1. Menertibkan wajib pajak terutama yang mempunyai badan usaha yang telah 

mempunyai ijin berdiri usaha supaya membayarkan pajaknya sesuai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku; 

2. Pendataan kearsipan dalam hal pembayaran Pajak Hotel agar lebih tertata dan teratur 

dalam penyimpanannya; 

3. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember dalam melakukan kewajiban perpajakannya khususnya bagi wajib pajak hotel. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Form Pembimbing 
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Lampiran 7. Daftar Nilai 
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Lampiran 8. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata Di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 10. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 
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Lampiran 11. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 
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Lampiran 12. Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2011 
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Lampiran 13. Keputusan Gubernur Jawa Timur 
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Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) 
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Lampiran 15. Surat Tanda Setoran (STS) 
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Lampiran 16. Bukti Setoran
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Lampiran 17. Surat Panggilan Wajib Pajak Hotel Ke-1 
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Lampiran 18. Surat Panggilan Wajib Pajak Hotel Ke-2 
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